
BT'PATI ACTH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 5 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERUBAI{AN KEDUA ATAS PERAruRAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 41
TAHUN 2019 TENTANG PENJAE ARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN 2O2O

Menimbang : a.

Meagingat: 1.

b.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMATALLAHYANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

bahwa memperhatikan perkembangan dalam pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2020 terdapat kegiatan yang mendesqk
untuk segera dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2O Tahun 202O tentang
Percepat€n Penanganan Cotona Vints Di.sea.se 2019 Di
Linglnrngan Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri
Dalam Negeri Nomor I Tahun 2020 tentang Pencegahan
Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corcna Virus
Disease 2O19Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan surat Kepala Badan Penanggulangtan
Bencana Daerah I(abupaten Aceh Besar Nomor
9OO|OSL|2O2O tsnsgaf 6 April 2020 perihal: Pengiantar RI(A
Perubahan APBK T,A. 2O2O, dkk, sehingga perlu diubah
Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Angg,pran Pendapaan dan Belar{a Kabupaten
Aceh Besar Ta'un Anggaran 2020, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 4 Tahuri
2O2O terrtanrg Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Beear
Nomor 41 Tahun 2Ol9 tentang Penjabaran Anggarart
Pendapatan dan Belanja Ikbupaten Aceh Besar Tahun
Anlggarara2O2O;

bahwa berdaearkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Aceh Besar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Aceh Besar Nomor 41 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupatert
Aceh Besar Tahun lvllgg1aran2O2O;

Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten'Kabupaten Dalam
Lingkung;an Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
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2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun L999 tentang
Penyelenggaraan lGistimewaan Propinsi Daerah Istimeura
Aceh (Iembaran Negara Republik Indoneeia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3893);

3. Undang-Undang \omor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendahara^an Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungiawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4
Nomor 66, Tamb rhan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan I€mbaxan Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan A eh (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO6 Nomor 62, Tambahan Iembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4633);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tanbatran I€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara RcpubUk Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Irmbaran Negara
Republik Indone, ira Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tatrun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20o0
Nomor 210, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuar zfln Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lombaran Negara Republik Indonesia Tahun 201O Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambatran L 'mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
46Lal;

13. Peraturan Pemerintatr Nomor 71 Tahun 2O10 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintatr Nomor 27 Tahun 2OL4 telatang
Pengelolaan Bare,ng Milik Negara/Daerah (kmbaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturam
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
(Irmbaran Negala Republik Indoneeia Tahun 2016 Nomor
57, Tambahan L mbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Iembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Presiden Nomor L6 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeratr,
sebagaimana tel rh beberapa kali diubah teralrtrir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalamtentang
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Negeri Nomor ,r r;:, 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuang;an Daerah;

2o.Peraturan Menter:i Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosialyang
Bersumber dari Anggiaran Pendapatan dan Belanja Daerah
@erita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450),
eebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentring Perubahan Keempat Atas Perubahrin Menteri Dalam
Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemb€rian
Hibah dan Bantuan Sosid yang Bersumber dari Anggarart
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 15);

2l.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2O19
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapa.tan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 55);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Diserrse
2019 Di Lingkungan Pemerintah Daeratr (Berita Negara
Republik Indoner,ia Tahun 2020 Nooor 249);

23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Iembaran
Daerah Nanggnoe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12,
Tambatran kmbaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor 12), sebagaimana telah beberapa kali diubah teral&ir
dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan 1(stige Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil
Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi
Khusus (kmbaran Aceh Tatrun 2018 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Aceh llomor lO2);

24. Qanun lhbupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2006 tentang
Fokok-Pokok Pengelolaan Keuengan Daeratr Kabupaten Aceh
Besar (Leabaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2006
Nomor 03, Tambahan Iembaran Daerah IGbupaten Aceh
Besar Nomsr 03);

25. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah lhbupaten
Aceh Besar (Lembaran Ikbupaten Aceh Besar Tahun 2016
Nomor 4, Tarnbahan l-mbaran Kabupaten Aceh Besar
Nomor 55);

26. Qanun lhbupate,n Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2Ol7 tcntang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Angota
Dewal Ferwakilan Ralryat Kabupaten Aceh Besar (Iembaran
Kabupaten Aceh Besar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Iembaran Kabupa.ten Aceh Besar Nomor 58); l*n
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27. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapa.tan dan Belanja l(abupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Ikbupatea Aceh Besar
Tahun 2019 Nomor 4);

MEMU?USKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PERUBAI{AN
KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI ACEH BESAR NOMOR 41
TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BEI,ANJA KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN ANGGARAN
2020.

Pasal 1

Merubah Penjabaran Anggaran psnd r.patan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar
Tahun Anggaran 2O2O semul,a berjumlah Rp.2.053.041.554.558,00
bertambah/berkurang sejumlah Rp.00 sehingga menjadi Rp.
2.053.04 I . 554. 558,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 2.053.041.554.558,00

b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 00

Jumlah Pendapatan setetrah Pembahan Rp. 2.O53.041.554.558.00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.2 \7 4.823.t89.247,O0

b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 00

Jumlah Belanja Setelah Perubahan

Surplus/ (Defrsit) Setelah Perubahan

Ro. 2. 17 4.823. 189.247 .OO

Rp. 00

3. Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan

1). Semula Rp. 122.7 81.534.689,00

2). Bertambah/ (berkurang) 8p 00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 122.781.634.689.00

b.Pengeluaran

1!. Semula Rp. 1.000.000.000,00

2). Bertambah/ (berkurang) Rp 00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Ro. 1.000'000.000.00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 121.781.634.689.OO

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Ro. OO
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Pasel 2

Ringkasan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapafir dan Belanja I(abupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalan lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpioahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupatcn
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II
Peraturan Bupati ini dengan lampiran perubahan tercantum secara
tersendiri yang merinci item perubahan pada Pejabat Pengelolaan Keuangan
Daerah (PPKD) dan Organisasi Perangkat Daerah lGbupa.ten Aceh Besar
yang merupakan unsur Pembaritu Bupati dan Dewan Perwakilan Ralyat
Ihbupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kerpenangan daerah.

(21 Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

rasal 4

Perahrmn Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah l(abupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
oadatancsal TAoril 2O2O M

Diundangkan di Kota Jantho
padatanggal 7 Aorn 2O2OM

13 Syaban l44L H

BERTTA DAERAH KABUPATDN ACEH BESAR TAHUN 2O2O NOMOR s frl

13 Syaban l44lH


